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PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang tindak pidana korupsi
melanggar undang-undang nasional dan merugikan keuangan negara.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 , tentang tindak pidana pencucian uang

Undang-Undang No0.30 Tahun 2002, tentang komisi pemberantasan tindak
pidana korupsi membentuk komisi untuk menjalankan tugas yang telah
ditetapkan sebelumnya dalam undang-undang tipikor.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 perubahan kedua Undang-Undang No 30
Tahun 2002 pasal 7 tentang KPK yang berwenang menyelenggarakan
pendidikan anti korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, tentang pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana pencucian uang.



